PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama setiap 5
(lima) tahun sekali ;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka tarif retribusi

izin usaha perikanan sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30
Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Usaha Perikanan periu
diadakan perubahan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah
‘tentang “Feripanan atas’ Ferduran Udaeian Nuliu v 1 anun

2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

. Pasal 18 ayat (8) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran
Negara RI Tahun 19589 Nomer 70, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1814),

. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493);

Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647),
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11.

12.

13.
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Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Rl Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1987 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rl Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699):

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) ;

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Ri Tahun 2005
MNomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 15 Tahun 1890 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Rl Tahun 1930 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor
256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11

Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005
(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie DY),



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30
Tahun 2001 tentang Refribusi izin Usaha Perikanan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun
2001 tentang Retribugi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
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(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Serie B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal |

Tahun 2001 Nomor 6 Serie B) diubah sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 lengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

(1)

@)

Pasal 9

Retribusi izin usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran

bagi usaha penangkapan.
Besarnya retribusi izin

usaha perikanan

dan jumlah kapal serta jenis alat tangkap yang digunakan

ditetapkan
berdasarkan rumusan tarif per gross tonage dikalikan ukuran

kapal menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan

sebagaimana tabel berkut ini ;

No Jenis Alat Tangkap Satuan Tarif

1. | Purse sein/Payang Per GT Rp 32.000.-
2. | Jaring Ingsang Per GT Rp 32.000,-
3. | Sondong Per GT Rp 22.000,.-
4. | Squid Jigging Per GT Rp 12.500,-
5. | Bubu Per GT Rp 12 .500,-
6. | Pancing Rawai Dasar Per GT Rp 12.500.-
7. | Alat tangkap lainnya Per GT Rp 12.500,-
8. | Kapal Pengangkui lkan Per GT Rp 12.500,-
9. | Kapal Penangkap & Per GT Rp 10.000,-

. | Pengangkut lkan

10. | Tugukfriman/bagan Per M | Rp 2.500,-
11. | Izin Usaha Perikanan Per IUP Rp 250.000,-

{

!




o4 -

(3) Besarnya retribusi hasil perikanan yang terutang ditetapkan
berdasarkan rumusan 2,5% dikalikan produksi dikalikan harga standar
ikan dan dipungut pada saat wajib bayar memperoleh atau
memperpanjang SPI, SIKPII dan SIKPPIL.

Pasal li
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal. 7 Agustus 2008

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang

Pﬂu A Al Iau“! -

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

MUSYRIF SUWARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR ..2..SERIE C
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